
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  23       TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR   23    TAHUN  2018

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang   : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  12  Peraturan
Daerah  Nomor  10  Tahun 2018 tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  64  Tahun  1958  tentang  Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3312)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  62,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  Tentang  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  44,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



21  Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang
Perbendaharaan   Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4400);

8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi  Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2009 Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia 5049);  

11. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir  dengan  UndangUndang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UndangUndang  Nomor  23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang  Kedudukan
Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  Tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Informasi  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kepada  Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4693).

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah



Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif   Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana
diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Tahun
2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah  Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Tahun
2015 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2017
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016
Nomor  12)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2017
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017
Nomor 8);

27. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2018  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2017 (Lembaran  Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, terdiri atas:

Pasal 2
Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  2  dirinci  lebih  lanjut  kedalam  Penjabaran  Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4



Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

            Ditetapkan di Mataram.
            pada tanggal, 20 Agustus 2018

                              GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.
                                                                                      

                                 H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 20 Agustus 2018             
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,            

ttd.
                      
     H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR  23  
di Mataram
 Salinan Sesuai dengan Aslinya

        Kepala Biro Hukum

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
   NIP.196512311993031135a tanggal      
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

               



          H. MUHAMMAD  NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 

 

 


